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Dugaan PencaPlokan SemPadan

Pantai di Canggu ,

l\4ANGUPURA, NusaBali
Duqaan Pelanggaran semPaoan

oantai di canggu yang dinllal leran
m€nimbulkan kegaduhan sena prores

ffi IS "':1"[:6,Ti$,8:ltii""l
ilT;Ix8ff A'#l""',;::ii!:3.Ti"3]
41,-meriinta segenap ;aja'annYa UnIUK

menqambiltindakantegas .
"Lehadiran pemerintah adalan wallo

m6lindunqi kepentngan umum, rcneoln

rii"li:ff fi f 3glilTffi 'f L" j'1,17

u ntu k. akses ialan melaxuxan
oemelastian, akses jalan menulu sera

fl:t $::l'l:11? ii:'a?i"J &?ill
tersebutwajibdilindungi, legasuupar

oo8fin'i:t"""r., 
menyikapi. per'

masalahan adanYa tembok Pemoalas

",:x", %: lt"l gl ;:fi i:t"i Ti:fl ilHl :
berotiai pada aturan dan melrno^ri.ngr

lcoentinqan masYarakal ulen
Laienanva Bupati menginskukslkan
satoolPP Badung unluk melalukan
tidilan teqas dengan meldkukan
oenertlban Bahkan Bupatl memlnla

;qar Selasa (14i 4) harr Inr menge(ex
s6c a ra telit' dengan melroalxan

seqenaP S(PD terkait, sohrngga
lan-qkah penertiban t€rhadap rcmoo(

"an-o 
diduqa dibanguh oleh canggu

int6iontinantal telsebut dapat beqahn

denqan mengikuti prinslp-prlnslp
normatif dan Prosedural'

SikaD teqas BuPati terseDut
disamoaikan saat rapat l(eorolnasl
teknis denqan sojumlah instansl lerrc[

:t'lgiin-ft :9",,,"#d[Tfl !i&il
Kepata BPPT Made Sulama, Kads ULK

Dessv Dharmayantl, KePala itLn

Badunq Ketut Suda,sana, (asalPol PP

Ketut I\4artha, Camal Kula ulara aA
vlvun Hanura EnY, staf Porbekel(lnggu
serta SKPDterkait lainnva d ruang rapat

buffilnurut 
Brpat Gae ngung bahwa

aoaoun bentuk bangunan Yang
dibahoun wajib mengituti aturan serla

keten-tuan dari insta nsl Yang.
berwenanq. BuPati minta agar slar
iaiarannva menelili di lapangan oanwa

iembok vang dibangun tersebut narus
mAmilill izin revertmen (pemDuaran

tanoqul Pemecah ombak) Bangunan

ters;-bui dif ungsikan untuk menanan

om bak serta M/ajib mengikutr l(etentuan

vano dioersvaratkan dala m revenmen

"'-Beikenaan den gan ada nya

kesepakatan dengan warga, aPaPun

bentuk kesepakatan Yang dlbuatlloaK
boleh meruqlkan kepenttngan um!m'
aoalaqi u ntu k melaksanakan kewallDan

rbada-h aqama, adat dan ouoaYa'

"nilf !""f3Hlno ""ntapr.an 
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Kompvanq R Swandika, bahwa brla

rerdioat Permasalahan berlenaan
denqan persoalan tanah at'au sengl(eta

atai lanah adalah kewalloan
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Terkait lembok ini har!s mengrKUrl

peratura n, demilian Pula kalau
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sesuaidenqan aturan Selama Inr kaEu

tembok itu berfungsi revertmen ltu

waiib ada izinnYa. Selama Inl lalan
teriebul secara de faclo telah cllpaial
masva rakat umum mala wallo
diutamakan termasuk untuk akses lalan
menuiu ke Pura Balu Meian

Camat Kuta UtaraYuyun Hanura EnY,
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bawah memang ada Pertanyaan
masvarakat terkait Pembangunan
tersebut. Sesungguhnya, masYaralal
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oariwiaata, dari langkah awal
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diinya sudah benal' terutama lerlall
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seoenuhnva sesuai dengan kondlsl or

ladanoan. "Dengan demikian maka brla

diliha-t dari perencanaan yang €da
tampaknya belum blsa dtlerrma
masvarakat, MasYarakat menolaK
pembangunan tembok Ya ng
menqhalangi akses mereka unluK
mela[ukan niuaI keagamaan dan adat

tandasnya.@

Bupati AA Gde Agung
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Giliran Kadishub

Denp asar Dipenksa Kejati
DENPASAR, NusaBali

Dugaan 
- 
permainan harga dahm pengelolaan

p€naban rekhme di Denpasar terus didalimi penyidik
Kejakaan Tinggi lKejati) Bati. Kati ini, gilirah K;pab
Dinas Perhubungan (K'adishub) Kou Denpasac ICe&
Astika yang diperiksa. Total sudah ada lima pejabat
Pemkot Denpasar setingkat Kadis yang sudah diferiksa
oabm Kasus rnl.

Astika sendiri dahng ke Kajati Bali sekitar pukul
I1.00 Wiu sesuai surat panggihn penyidik

Tidak hma setehhnya, Astika hngsung naik ke hnbi
ll dan langsung menjahni pemeriliaan'hingga pukul
13.00 Wita. Usai pemeriksaan, Astika yang ditemui
mengahkan di nya diperilsa hnaran masuk sebagai
Tim Reklame Koh Denpasar bersama beberapa SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) hinnya.

Astika mengahkan hanya diperiksa terkait opoksi
dahm.Tim Rekhme tersebut Dijehskannya, dahm tim,
SKPD yang dipimpinnya hanya memiliki peran
memberikan kaiian soal tempat-tempat yang bisa
dipasangi reklame. Intinya reklame yang dipasang
jangan sampai menghabngi rambu hlu lintas. "Dengan
&mikian, rambu yang dipasang dapat sesuai &ngam
peruntukannya," jelasnya.

Setehh sesuai dengan ketentuan tersebut, hasil
kajian Dishub dikembalikan kepada tim. Nantinya,
periiinan akan dikeluarkan oleh Badan Pelayanan
TerpaduSatu Pintu dan Penanaman Modal (BPTSP dan

. PM) Kota Denpasar. Saat dihnya soal penyelewengan
yang terjadi, Astika tidak mau meniawabnya.

"Saya hanya ditanya soal itu saja (tupoksi, red),"
pungkasnya sambil hngsung meninggalkanrKejati Bali.
SemenEn Kasi Penkum dan Humas Keiatj Bali, Azhari
Kurniawan membenarkan pemeriksaan terhadap
Kadishub Denpasar, I Ge& Astika. Sebelumnya, lima
pejabat Pemkot Denpasar setingkat Kepah Dinas iuga
tehh dimintai keterangan terkait kasus ini. Mereka di
antaranya, Kadis Tata Ruang dan Perumahan (DTRPI,
Ma& Kusuma Diputa, Kadis Perijinan Kota Denpasat
AA Gede Rai Soryawan dan Kepah Dinas Pendapahn
Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi, Kadis DKP
(Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Ketut Wisada dan
KasaFol PP lB Alit Mdarana. ft rez
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KeiariN*gffil,
AkanAiukan
KasasikeMA
* Terkait Vonis Bebas Eks

Kadis Perindagkop
NEGAM, NusaBali

. , Penuntut dari Kejaksaan Negeri (Keiari) Negara
utK renma putusan vonis bebas pengadilan Tinikor
Denpasar untuk terdakwa Ni Made Alu Ardini'yang
tersandung kasus dugaan korupsi S-BI\4 bersubsia'idi UD Sumber Maiu. pihak t<eiari Nesara
memastikan akan mengajukan memori kasas-i ke
MA terkait vonis bebas unhrk eks Kadis perindagkop
fembrana itu.

Kasi Pidsus Kejari Negara, I putu Sauca
Arimbawa Tusan seizin Kaiari Negara mengakui
upaya ajukan memori kasasi ke MA. Saal ini
pihaknya masih menyiapkan dan mematangkan
memori kasasi setelah menerima salinan putirsan
bebas dari Pengadihn Tipikor Denpasar. ;sampai
saat ini kita,belum menerima salinan puursannya.
Kemungkin Rabu (15/4J ini baru kita terima, seteiah
ilu baru kita pelajari lagi,l' terang Sauca, Senin (13/
4).

_ !eng_aiu.ar1. memori kasasi direncanakan pada
Rabu (22/a) depan atau tepat 14 hari sefehh
kepuhsan dikeluarkan. "fita tetap berupaya, karena
memang ada pandangan yang berbeda antara kita
ftngan hakim," ujarnya. Pihaknya juga menyatakan
tetap melanjutkan kasus Made Sueca Antara alias
Dek Cok yang juga jadi tersangka dalam kasus
dug_aan korupsi BBM bersubsidi. Rencananya,
perkara Dek Cok yang masih anggota dewan alitif
baru.akan diajukan ke Pengadihn Tipikor Denpasar
setelah menga.jukan .memori kaladi terhadap
keputusan Ayu Ardini, "Yang Sueca [Dek Cok) nanfi
setelahnya. Sekarang tinggal rencana dakwaan saia,'tinggal kita poles-poles hgi, diumbah-tambah untirk
yang kurang," tukasnya. 6 od
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Khawatirkan Kualitas Rendah /

Pengawasan Proyek

KolamRenang

danlRD Diperketat
Kekhawatiran itu
karena ada indi-

kasi konsultan
pengawas tidak

serius mengawasi
pekerjaan rekanan

di proyek senilai
puluhan miliar ini.

DPRD Buleleng melakukan monitoring dan pengawasan proyeK
pembangunan k6lam renang bertaraf internasional di Kelurahan Banyqasri'

SINGAMIA, NusaBali
. Lembaga DPRD Buleleng

! mulai mengkhawatirkankuali-
Q tas dua proyek prestisius Pem-j bangunan Sedung Instalasi
4 Rawat Darurat (lRD) RSUD
- Buleleng dan Kolam Renang

bertaraf internasional di Kelu-
rahan Banyuasri, tidak sesuai
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clengan rencana awal. Kekha-
watiran itu menyusul temuan
adanya indikasi konsultan
pengawas tidak serius menga-
wasi pekerjaan rekanan.

Lembaga dewan sudah me-
monitor perkembangan kedua
proyek tersebut sejak proyek
itu digarap. Maklumlah proyek
itu menyedot dana yang cukup
besar. Kolam Renang hingga
Rp 10 miliaa sedangkan ge-
dung IRD hingga Rp 44 miliar.

Terakhir, Ketua DPRD I
Made Adi Purnawijaya ber-
sama Komisi ll, kembali turun
ke lokasi proyek Kolam Re-
nang di Kelurahan Banyuasri,
Senin [13l4J pagi. Hasilnya,
tidak ada satupun konsultan
pengawas di lokasi proyek.

fustru, rombongan wakil
rakyat itu ditemui oleh petu-
gas dari konsultarpengawas

pembangunan g.au.,; InO.
Celakanya, petugas tersebut
mengaku juga sebagai konsul-
tan pengawas. proyek Kolam
Renang.

"Tadi [Senin kemarin) kita
temukan kejanggalan soal
konsultan pengawasnya. Se-
belumnya kita kawatirkan
pemadatan tanah di proyek
kolam renang, makanya kita
minta pemadatan itu harus
dites dului'kata Ketua Komisi
Il, Putu Mangku Budiasa.

Awalnya, rombongan DPRD
Buleleng ingin lakukan tes
kepadatan tanah di lokasi
proyek secara manual. Nah,

, sadt menanyakan pada kon-
sultan pengawas, ternyata
yang dicari tidak ada. Selang
beberapa menit kemudian,

.datang staf yang mengaku
sebagai konsultan pengawas.

Setelah ditanyakan, ternyata
staf tersebut mengaku konsul-
tan pengawas di lRD. "lni ada
apa, jangan-jangan konsultan
pengawasnya satu. Kalau seper-
ti ini bagaimana bisa mengawasi
dua proyek yang berbeda," ujar
oolitisi PDIP asal Desa Selat ini.

Sementara, Wakil Ketua
Dewan I Made Adi Purnawi-
jaya menegaskan, pengawasan
dilakukan karena disamp-
ing menggunakan dana yang
cukup besar, pekerjaan itu
pun harus bisa dipertanggung-
jawabkan dalam hal iaminan
mutu dan kualitas sesuai den-
gan dokumen yang ada.

"Kita bukan mencari kes-
alahan pmerintah atau siapa-
pun, namun karena proyek ini.
menggunakan anggaran besa4,
kami wajib mengawasai dan
kelemahan yang ada itu harus

diselesaikan sehingga mutu
dan kualitas pekerjaan sesuai
dengan dokumen perenca-
naan," katanya.

Terkait temuan-temuan di
lokasi proyek, lembaga DPRD

berrencana panggil pihak kon-
traktor pelaksana, konsultan
pengawas, SKPD pengguna
anggaran, dan instansi terkait
lainnya.

Dewan ingin mendaPatkan
klarifikasi terkait terkait kele-
mahan pengawasan proYek
koldi'ii' renang. "Kami khwatir
kalau ini dibiarkan akan ber-
dampak pada niutu dan kuali-
tas pekerjaan proyek itu. Kami
akan minta klarifikasi dengan
memanggil kontraktor Pelak-
sana, konsultan pengawas, dan
SKPD pengguna anggaran/"
tegas Adi PurnawiiaYa. 6, k19


